KISI-KISI SOAL UJIAN SEMESTERGANJIL TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Pelajaran
Kelas

PENYUSUN : HELMI YULI SATRIAWAN, S.Pd.

: PPKN
IX

No

SK / Kompetensi
Dasar

Materi

Indikator Soal

Bobot
Soal

1

1.1

1.2

1.3

Menampilkan
partisipasi dalam
usaha bela negara

Menjelaskan
pentingnya usaha
pembelaan negara

Mengidentifikasi
bentuk-bentuk
usaha pembelaan
negara

Menampilkan peran
serta dalam usaha
pembelaan negara

= Pengertian negara
= Unsur-unsur negara

* Tujuan negara

= Fungsi negara

= Alasan pentingnya
usaha pembelaan
negara

= Hakikat pembelaan
negara

= Peraturan
perundang-
undangan tentang
pembelaan negara

= Bentuk-bentuk
ancaman terhadap
negara

= Pertahanan negara
melalui bela negara

= Peran serta genersi
muda dalam
pembelaan negara

Menjelaskan pengertian negara
Menyebutkan unsur-unsur
negara

Menjelaskan tujuan negara yang
ada dalam pembukaan UUD
1945

Menjelaskan fungsi negara
Menyebutkan alasan demografis
pentingnya pembelaan negara
Menyebutkan alasan geografis
pentingnya pembelaan negara
Menjelaskan pengertian bela
negara

Menyebutkan arti pertingnya
pembelaan Negara
Mengidentifikasi pasal UUD
1945 yang menjelaskan tentang
bela Negara

Menyebutkan Undang-Undang
tentang pertahanan Negara
Menjelaskan pentingnya
pendidikan kewarganegaran
dalam usaha pembelaan negara
Memberikan bentuk ancaman
dari dalam negeri

Memberikan bentuk ancaman
militer

Menjelaskan pengertian
pertahanan negara

Menjelaskan tujuan pertahan
negara

Menjelaskan sifat — sifat negara
Menjelaskan sistem pertahanan
negara Indonesia

Menyebutkan komponen-
komponen dalam sistem
pertahanan negara

Menjelaskan hak dan kewajiban
warga negara dalam bela negara
Menjelaskan TNI sebagai
tentara propesional
Menjelaskan fungsi TNI
Menjelaskan fungsi Polri

Mengidentifikasi bentuk usaha
pembelaan negara dalam
lingkungan sekolah
Mengidentifikasi bentuk usaha
pembelaan negara dalam
lingkungan bangsa dan Negara




2.1

2.2

Memahami
pelaksanaan
Otonomi Daerah

Mendeskripsikan
pengertian Otonomi
Daerah

Menjelaskan
pentingnya
partisipasi dalam
perumusan
kebijakan publik di
daerah

= Pengertian Otonomi
Daerah

= Peraturan
perundangan
mengenai otonomi
daerah

= Tujuan otonomi
daerah

= Asas —asas Otonomi
Daerah

® Prisip-prinsip
otonomi daerah

= Pembagian urusan
pemerintahan

= Sumber pendapatan
daerah

= Penyelenggaraan
otonomi daerah

= Pengertian
kebijakan publik

= Proses perumusan
kebijakan publik di
daerah

= Tujuan kebijakan
publik

Menjelaskan pengertian otonomi
daerah

Menyebutkan peraturan
perundang-undangan tentang
pemerintahan daerah

Menjelaskan tujuan Otonomi
Daerah

Menjelaskan asas Desentralisasi
Menjelaskan asas dekonsentrasi

Menjelaskan prinsip otonomi
seluas-luasnya

Menyebutkan bidang yang
menjadi kewenangan pemerintah
Daerah

Menyebutkan bidang yang masih
menjadi kewenangan pemerintah
pusat

Menjelaskan bentuk-bentuk
hubungan antara pusat dan
daerah

Menyebutkan sumber-sumber
dana penyelenggaraan otonomi
daerah

Menyebutkan pelaksana otonomi
daerah

Menganalisis akibat negatif yang
bisa timbul dari pelaksanaan
Otonomi daerah

Menganalisis pemasalahan yang
bisa muncul dalam pelaksanaan
otonomi daearah.

Menjelaskan pengertian
kebijakan publik

Menjelaskan hal-hal yang perlu
diperhatikan dalam pembentukan
kebijakan publik

Menyebutkan lembaga yang
berwenang membentuk
kebijakan publik di daerah
Menjelaskan proses perumusan
peraturan di daerah
Menjelaskan kedudukan
peraturan daerah dalam tata
urutan peraturan perundang-
undangan nasional
Memberikan contoh kebijakan
publik di daerah

Menjelaskan tujuan dari
pembentukan kebijakan public




= Arti penting
partisipasi
masyarakat dalam
perumusan dan
pelaksaan kebijakan
publik

= Konsekuensi
ketidakikutsertaan
masyarakat dalam
perumusan

kebijakan publik

= Dampak kebijakan
publik yang tidak
mengakomudasi
aspirasi masyarakat

Menjelaskan pentingnya
keikutsertaan masyarakat dalam
permusan kebujakanb publik
Menjelaskan bentuk partisipasi
masyrakat dalam perumusan
kebijakan public

Menjelaskan akibat tidak
aktifnya masyarakat dalam
perumusn kebijakan publik
Menjelaskan penyebab tidak
aktifnya masyarakat dalam
perumusan kebijakan publik

Menjelaskan akibat negatif bagi
pemerintah dari tidak
terakomudasinya aspirasi
masyarakat dalam perumusan
kebijakan publik

Menjelaskan akibat negatif bagi
masyarakat dari tidak
terakomudasinya aspirasi
masyarakat dalam perumusan
kebijakan publik




